
1 

 

 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

 
SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR  39  TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2012 

TENTANG PEDOMAN KERJA PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2013 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan 

Jawa Timur atas Sistem Pengendalian Intern yang 

merekomendasikan bahwa Peraturan Walikota Probolinggo 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013, belum mengatur ketentuan 

mengenai batas tertinggi penyimpanan kas tunai pada 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada 

huruf a Konsideran ini, maka untuk menunjang tertib 

administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu 

mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor  17 Tahun 2012 

tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Walikota; 

 

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah      

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan  Presiden Nomor  70 

Tahun 2012; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

20. Peraturan   Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun 2011 

tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan   Menteri    Dalam  

Negeri  Nomor  39  Tahun 2012;  

21. Peraturan   Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan   Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun 2013; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang 

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  07/PMK.05/2008; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang 

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011; 

24. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 125/PMK.05/2009 tentang  

Kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi Pegawai Negeri Sipil; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang  

Standart Biaya TA. 2012 sebagai acuan penghitungan kebutuhan 

anggaran K/L Tahun Anggaran yang akan datang (2012); 

26. Peraturan  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor  PER-

13/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata cara permintaan serta 

pembayaran uang lembur; 

27. Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/ 2007 

tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo  Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

29. Peraturan   Walikota   Probolinggo   Nomor  17  Tahun  2012 

tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan   Walikota   Probolinggo   Nomor  2 Tahun  2013; 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2012 

TENTANG PEDOMAN KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 71 dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 17) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 

2013 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 2), diubah setelah ayat (5) 

dengan menambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5a) sehingga Pasal 71 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 71 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh 

persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui 

PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. 

(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. surat pengantar SPP-UP; 

b. ringkasan SPP-UP; 

c. rincian rencana penggunaan dana; 

d. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna  anggaran/kuasa 

pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak 

dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D 

kepada kuasa BUD; dan 

e. Peraturan Walikota tentang batas jumlah SPP-UP yang boleh diterima masing-

masing SKPD. 

(3) Uang persediaan diberikan dalam batas-batas pengeluaran untuk belanja 

barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. 

(4) Pengeluaran uang persediaan atas dasar : 

a. pengajuan uang panjar dari PPTK dengan persetujuan PA/PPK SKPD; dan 

b. pengajuan/permintaan  penggantian  pembayaran dari PPTK sesuai dengan 

bukti – bukti pembayaran yang lengkap dan sah. 

(5) Format dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran IIa, lampiran IIb, lampiran IIc, dan lampiran IId Peraturan 

Walikota ini. 

(5a) Pada setiap akhir hari kerja bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 

pembantu hanya diperkenankan menyimpan kas tunai sebesar 10% dari 

Uang Persediaan. 
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Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

   

 
Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   12 November 2013 
 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd. 

H.M. BUCHORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada  tanggal 12 November 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195704251984101001 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN  2013 NOMOR 41 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

Ttd, 

 

AGUS HARTADI 

Pembina Tk I 

NIP. 196608171992031016 


